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SALAM REDAKSI

Selamat  bersua para pembaca Buletin Warta Kominfo Edisi September 2021. Kami 
segenap redaksi Warta Kominfo mengucapkan puji syukur kepada Tuhan YME atas 
izinnya pada penerbitan di bulan September tahun 2021 ini.

Meskipun banyak referensi bacaan di Kabupaten Natuna tapi kami optimis akan 
mendapat tempat di hati pembaca dan menjadi acuan pembaca dalam mencari 
informasi aktual dan faktual di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Natuna.

Edisi kali ini kami mengekspos beberapa kegiatan Bupati, Wakil Bupati, juga kegiatan 
OPD termasuk kegiatan Diskominfo Natuna yang kami kemas dalam bentuk berita 
atau artikel.

Semoga sajian kami bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Natuna.

Selamat Membaca
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SALAM REDAKSI

DAFTAR ISI

Penyerahan Sertifikat Tanah, 
Presiden RI Himbau Pemerintah 
Konsisten Memberantas Mafia 
Tanah.

Melalui Program Digital Leadership 
Academy, Kominfo Dukung 
Pengembangan Ekosistem Digital 
Indonesia.

Gubernur Izinkan Pelajaran Tatap 
Muka (PTM), Sekolah Wajib Miliki Tim 
Satgas.

Gubernur Ansar Lantik 7 Pejabat, 
Salah Satunya Mantan Kadis 
Pemberdayaan Perempuan Natuna.

Gubernur Kepri Kukuhkan 
BUMD Sebagai Upaya Pemprov 
Menghimpun Pendapatan Daerah.

Peringati Hari Jadi Kepri ke – 19, 
Gubernur Ansar Ajak masyarakat 
Bergotong Royong Membangun 
Kepri.

Ombudsman Datang, Setda 
Natuna Harap Bersinergi dan dalam 
peningkatan pelayanan Publik

Pembangunan Pelabuhan 
Samudera, Wan Siswandi Harap 
Perekonomian Daerah Akan 
Meningkat.

Antisipasi Joki Saat SKD, BKPSDM 
Pakai Teknologi Pendeteksi Wajah.

Bupati Natuna Antusias Mengikuti 
Pembekalan Kepemimpinan Dalam 
Negeri Secara Virtual.

Melalui MoU Bersama PT. Bank 

Riau Kepri, Bupati Natuna Berharap 
Pengelolaan Keuangan Pemda 
Transparan.

Pemda Natuna Hadiri Audiensi 
Virtual bersama Mahasiswa Natuna 
se- Indonesia.

Natuna Jadi Kawasan UNESCO 
Global Geopark, Bupati Harap Jadi 
Penguatan Strategis.

Rapat Bersama Tim Kemaritiman RI, 
Bupati Harap Maritim Natuna akan 
Maju.

Bakti  Kominfo Jembatani Percepatan 
Digitalisasi Daerah melalui Jong 
Kreatif Academy.

Melalui Sosialisasi, Pemda Natuna 
Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat 
Tentang Penting Imunisasi.

Program School Farming Siap Dukung 
Peningkatan Gizi dalam mencegah 
Stunting di Kabupaten Natuna.

Peran Masyarakat Dalam 
Pengawasan Pelayanan Publik di 
Natuna.

BBM Satu Harga di Natuna.

Program Kopi Pagi Diskominfo 
Natuna, Kembali Raih Penghargaan 
Dari Pemprov Kepri.

Amankah Laut Natuna Utara Bagi 
Nelayan Natuna.

Aplikasi PeduliLindungi Jadi 
Persayaratan dalam Kebijakan 
Wilayah Level 2 – 4.

GALERI

DAFTAR ISI
2

3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48



4

RU
B

RI
K

 N
A

SI
O

N
A

L

PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH, PRESIDEN RI HIMBAU PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH, PRESIDEN RI HIMBAU 
PEMERINTAH KONSISTEN MEMBERANTAS MAFIA TANAHPEMERINTAH KONSISTEN MEMBERANTAS MAFIA TANAH

Pemerintah Republik Indonesia 
dalam hal ini Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Melaksanakan penyerahan Sertifikat 
Tanah Secara Virtual, yang dilakukan 
oleh Presiden Republik Indonesia 
Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, 
22/09/2021.

Dalam kesempatan tersebut 
Presiden Republik Indonesia Jokowi 
menyampaikan “saya sudah berkali-kali 
menyampaikan bahwa, saya tidak ingin 
konflik agraria yang terjadi di banyak 
daerah ini terus menerus berlangsung, 
dan saya tidak ingin rakyat kecil tidak 
mempunyai kepastian hukum terhadap 
lahan yang jadikan sandaran hidup 
mereka, kepastian hukum atas tanah 
yang memberikan keadilan kepada 
seluruh pihak adalah kepentingan kita 
bersama pemerintah berkomitmen 

untuk memberikan kepastian hukum 
yang berkeadilan”. Ujar Jokowi

Selanjutnya Jokowi menambahkah 
“hari ini bertepatan dengan hari agraria 
dan tata ruang tahun 2021, saya akan 
menyerahkan 1.241.20 sertifikat tanah 
hasil redistribusi di 26 Provinsi dan 127 
Kabupaten dan Kota 5.512 diantaranya 
merupakan hasil penyelesaian konflik 
agraria di 7 Provinsi dan 8 Kabupaten/
Kota yang menjadi prioritas di tahun 
2021”. Tutur nya.

“Sertifikat-sertifikat ini betul-betul 
tambahan tanah baru untuk rakyat ada 
tanah yang fresh betul, berasal dari tanah 
negara hasil penyelesaian konflik, tanah 
terlantar dan pelepasan kawasan hutan, 
ini merupakan hasil perjuangan kita 
bersama perjuangan bapak Ibu sekalian 
yang juga melibatkan kelompok-
kelompok organisasi masyarakat sipil 
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dan tentu saja juga dari pemerintah”.  
Jelasnya

Diakhir kata sambutannya, Jokowi 
menghimbau Pemerintah Harus 
Konsisten dalam memberantas mafia 
tanah.

“saya juga kembali mengingatkan bahwa 
Pemerintah harus berkomitmen penuh 
dalam memberantas mafia-mafia tanah, 
kepada jajaran Polri jangan ragu-ragu 
mengusut mafia-mafia tanah yang ada, 
jangan sampai juga ada aparat penegak 
hukum yang membekingi mafia tanah 
tersebut. Perjuangkan hak masyarakat 
dan tegakkan hukum secara tegas”. 
Tutup nya

Adapun yang hadir dalam acara tersebut 
Menteri BPN dan Tata Ruang Republik 
Indonesia, Kepala Staf Kepresidenan, 
Ketua Komisi 2 DPR RI, serta hadir 

secara virtual Gubernur dan Bupati, 
Walikota beserta jajaran forkompinda, 
Kepala Kantor pertanahan Provinsi 
dan Kabupaten dan Kota dan penerima 
sertifikat  di seluruh Indonesia.
(Diskominfo/Sadria  

""PENYERAHAN PENYERAHAN 
SERTIFIKAT SERTIFIKAT 

TANAH, PRESIDEN TANAH, PRESIDEN 
RI HIMBAU RI HIMBAU 

PEMERINTAH PEMERINTAH 
KONSISTEN KONSISTEN 

MEMBERANTAS MEMBERANTAS 
MAFIA TANAHMAFIA TANAH

""
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MELALUI PROGRAM DIGITAL LEADERSHIP ACADEMY, KOMINFO MELALUI PROGRAM DIGITAL LEADERSHIP ACADEMY, KOMINFO 
DUKUNG PENGEMBANGAN EKOSISTEM DIGITAL INDONESIADUKUNG PENGEMBANGAN EKOSISTEM DIGITAL INDONESIA

Kementerian Kominfo 
meluncurkan program Digital 
Leadership Academy 2021. 

Program ini bertujuan mencetak 
pimpinan lembaga pemerintahan 
dan lembaga publik yang memiliki 
kemampuan tata kelola pemerintahan 
digital. Sesuai dengan tingkat 
kecakapannya, sasaran dari program 
Digital Leadership Academy adalah 
meningkatnya kapasitas pemimpin 
dalam menginisiasi transformasi digital 
diberbagai level.

Senin, (13/09) dalam acara yang dibuka 
langsung melalui virtual oleh Johnny G. 
Plate, beliau menyampaikan program 
Digital Leadership Academy (DLA) yang 
diperuntukkan kepada para pemimpin 
di sektor publik dan privat, mendapatkan 
kesempatan untuk berinteraksi dan 
bersinergi dengan berbagai pemangku 
kepentingan dalam eksositem digital 

nasional maupun global.
“Digital Leadership Academy bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan para 
pemimpin agar mampu mengubah pola 
pikir organisasi dan mendorong adanya 
penyamaan persepsi untuk kolaborasi 
secara makro dan mewujudkan sinergi 
lintas sektor di Indonesia. Selain itu, 
program pelatihan ini diharapkan juga 
mampu menginisiasi langkah perubahan 
dan merumuskan kebijakan yang dapat 
mendorong pertumbuhan, daya saing 
ekonomi, dan industri digital demi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia” Jelas Menteri Johnny.

Selanjutnya Menkominfo menambahkan 
pelatihan DLA merupakan program 
unggulan sebagai manifestasi dari 
kerja sama triple helix antara unsur 
pemerintah, pelaku bisnis, serta 
akademisi dalam mendorong akselerasi 
transformasi digital di Indonesia.
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“Untuk itu, Digital Leadership Academy dirancang khusus bagi level pimpinan di 
sektor publik, yakni kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, TNI/
Polri, Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD di seluruh Indonesia, pemerintah daerah, 
perguruan tinggi, BUMN/BUMD, serta sektor privat (swasta)” tambah menteri 
Johnny.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo yang juga hadir sebagai narasumber juga 
menyampaikan, Kementerian Kominfo berperan sangat penting dalam 
mewujudkan program DLA dalam rangka meningkatkan kapasitas pemimpin di 
era teknologi digital.

“Kementerian PANRB sangat mendukung gagasan program Digital Leadership 
Academy ini, karena tujuan dari program ini adalah agar pembuat kebijakan baik 
sektor publik dan privat dapat mengetahui perkembangan teknologi informasi 
dan manfaatnya dalam pembuatan kebijakan,” Menteri Thahjo Kumolo.

Selanjutnya dalam laporannya, Kepala Badan SDM Kementerian Kominfo Hary 
Budiarto menyatakan, panitia telah menerima 344 calon peserta pada tahpa 
pertama pendaftaran. Setelah dilakukan seleksi yang ketat, terpilih 95 peserta 
program DLA.

“Para peserta sudah hadir di pagi hari ini (pembukaan DLA) sebanyak 38 dari 
sektor pemerintahan, 30 dari akademisi, 14 dari sektor privat, 10 dari BUMN 
dan BUMD, 2 peserta dari Polri, dan satu peserta dari Anggota DPR,” tutup Hary 
Budiarto.

Diakhir dialog pemerintah berharap semangat sinergi dan transformasi yang 
muncul hari ini diharapkan dapat terus kita jaga kedepannya, dalam mencetak 
pemimpin-pemimpin digital terbaik kelas dunia yang tidak hanya mendorong 
akselerasi transformasi digital nasional, namun juga mewujudkan Indonesia 
terkoneksi yang semakin digital, semakin maju. (Diskominfo/Patli)
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Angka kesembuhan pasien dari 
Covid-19 di Provinsi Kepulauan 
Riau (Kepri) terus meningkat 

dan kasus aktif semakin berkurang. 
Capaian ini mengubah Penerapan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) di Provinsi Kepri 
dari Level 4 menjadi Level 3. Tentunya 
ini menjadi angin segar bagi dunia 
pendidikan karena hampir 2 tahun 
anak sekolah menjalani pendidikan dari 
rumah.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 
berencana akan membuka proses 
belajar tatap muka seluruh di Kepri 
dan direncanakan pada bulan Oktober 
mendatang, dunia pendidikan di Kepri 
sudah kembali eksis. Namun, selain 
syarat protokol kesehatan pihak sekolah 
juga diwajibkan untuk membentuk 
Tim Satgas di tiap sekolah. Gubernur 
Kepri Ansar Ahmad menyampaikan 

pada tanggal 01 Oktober 2021 
mendatang, Pemerintah Provinsi Kepri 
akan memberikan izin kepada tiap 
sekolah di Kepri untuk melaksanakan 
Pelajaran Tatap Muka(PTM) di Sekolah, 
pemberian izin ini akan diatur melalui 
Surat Edaran (SE) yang kini sedang 
disiapkan.

“Kenapa kita rencanakan dan kita 
tetapkan masuk sekolah di awal oktober 
, agar kita punya waktu untuk membahas 
persiapan yang diperlukan. Kita tidak 
ingin anak anak masuk sekolah menjadi 
cluster baru penyebaran virus covid 19. 
Kita akan adakan rapat khusus dengan 
seluruh kepala daerah agar memiliki 
keseragaman dalam proses pelaksanaan 
sekolah tatap muka di tengah pandemic. 
Selain itu kita juga butuh komitmen dari 
masing masing guru dan siswa tentunya 
untuk benar benar mematuhi ketentuan 
yang akan di tetapkan. Ini menjadi 

GUBERNUR IZINKAN PELAJARAN TATAP MUKA 
(PTM), SEKOLAH WAJIB MILIKI TIM SATGAS
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tanggung jawab kita bersama untuk menyukseskan belajar tatap mungkin namun 
tetap menjaga diri agar tidak terpapar covid 19.” Jelas Ansar Ahmad.

Gubernur Ansar juga menambahkan dimana proses belajar mengajar disetiap 
sekolah akan dikontrol dengan baik dan mewajibkan satuan sekolah memiliki 
Tim Satgas Covid-19, sebagai upaya mencegah terjadinya kluster baru dalam 
penyebaran Covid-19.

“Selain itu, nantinya para pelajar serta tenaga pendidik yang sudah menerima 
vaksin, bisa langsung mengikuti belajar tatap muka. Akan tetapi, bagi yang belum 
menerima vaksin, diwajibkan untuk melampirkan surat keterangan tidak dapat 
divaksinasi dengan alasan tertentu oleh pihak tenaga medis. Ini alasan yang paling 
mendasar kenapa kita ingin di setiap sekolah harus ada satgas covid 19 yang 
kemudian mengawasi proses belajar megajar, kita tidak ingin kesalah kecil saja 
akibat tidak patuh pada protokol kesehatan akan menimbulkan dampak panjang 
yang mengakibatkan sekolah kembali di liburkan” tambah Ansar Ahmad.

Gubernur Ansar juga menyampaikan, Pelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah 
dapat dilaksanakan jika angka Positivity Rate di Provinsi Kepri sudah dibawah 5%. 
Berdasarkan data dari Satgas Covid-19 Kepri, bahwa kondisi sekarang di Kepri 
melalui data angka Positivy Rate per 07 September 2021 sudah menunjukkan 
sebesar 1,98%, diharapkan dalam beberapa hari kedepan angka Positivy Rate 
dapat turun lagi dan dunia pendidikan benar-benar dapat terlaksana dengan 
aman dan terkendali. (Diskominfo/Patli)
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Gubernur Kepulauan Riau, Ansar 
Ahmad melantik 7 pejabat tinggi 
pratama dan pejabat fungsional 

ahli utana di Lingkungan Pemerintahan 
Provinsi Kepulauan Riau. Rabu, (15/09) 
di Gedung Daerah, Kota Tanjung Pinang.

Diantara 7 pejabat tersebut, salah 
satunya adalah DR Rika Azmi, S.TP 
MM, yang merupakan mantan Kepala 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DPPPA) Natuna.

Hal tersebut disampaikan oleh Rika 
ketika dihubungi wartaKominfo. 
Rika menyampaikan bahwa dirinya 
dipercayakan untuk menjadi Kepala 
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan 
dan Kesehatan Hewan di Pemerintahan 
Provinsi Kepulauan Riau.

“Saya dilantik pagi rabu oleh bapak 
gubernur kepri bapak anshar ahmad 

digedung daerah” ucap nya.

Dengan jabatan baru nya tersebut, Rika 
menerangkan bahwa program kerjanya 
kedepan tentunya mengacu pada visi 
misi gubernur kepri. Sesuai arahan 
Gubernur bagaimana kami para kepala 
dinas menciptakan program yang dapat 
menyentuh masyarakat langsung.

“Kami dinas tentu sebagai pembantu 
beliau mendukung pencapaian visi misi 
beliau sesuai bidang kerja kami. Yang 
jelas sesuai arahannya kemarin adalah 
bagaimana program program itu dapat 
menyentuh masyarakat secara langsung” 
ujar Rika.

Dalam mengantisipasi krisis ekonomi 
akibat pandemic Covid-19, Pemerintah 
tentunya memperkuat ketahanan 
pangan. Upaya pemerintah yaitu 
dengan berusaha memenuhi kebutuhan 

GUBERNUR ANSAR LANTIK 7 PEJABAT, SALAH SATUNYA 
MANTAN KADIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NATUNA
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masyarakat yang terjangkau dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan 
membenahi jalur distribusi perdagangan hasil pertanian.

Selain itu, Rika juga menyampaikan terimakasih kepada Bupati Natuna yang 
telah mempercayakan nya memimpin DPPPA Kabupaten Natuna. Menurutnya, 
dukungan pimpinan dan rekan OPD, Organisasi, KPPAD dan stakeholder lainnya 
sangat berkesan.

“Saya berterimakasih atas kepercayaan Bupati Natuna kepada saya untuk 
memimpin dinas pemberdayaan perempuan. Dukungan pimpinan, didukung 
pula SDM dinas yang baik dan berdedikasi serta kebersamaan dengan stakeholder 
khususnya organisasi perempuan di natuna, serta teman-teman komisioner 
KPPAD di sana merupakan kesan yang sayan dapatkan selama bertugas disana” 
ungkap nya.

Ia berharap semoga perempuan di Natuna bertambah maju dan anak anak Natuna 
dapat tumbuh menjadi anak anak yang lebih membanggakan daerah.

“Semoga perempuan natuna bertambah maju dan anak anak natuna terlindungi 
serta menjadi anak-anak yang berakhlak dan berprestasi, juga membanggakan 
daerah” pungkas nya, mengakhiri. (Diskominfo/Fera)
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Pendapatan Asli Daerah 
merupakan gambaran potensi 
keuangan daerah pada umumnya 

mengandalkan jasa retribusi daerah dan 
pajak daerah. Pendapatan asli daerah 
dikategorikan dalam pendapatan rutin 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). Pendapatan asli daerah 
merupakan suatu pendapatan yang 
menunjukkan kemampuan daerah 
menghimpun sumber-sumber dana 
untuk membiayai kegiatan rutin maupun 
pembangunan. Pendapatan asli daerah 
juga dapat dikatakan sebagai pendapatan 
rutin dari usaha-usaha Pemerintah 
daerah dalam memanfaatkan potensi-
potensi sumber daerah tersebut.

Senin 13 September 2021, Gubernur 
Kepulauan Riau Ansar Ahmad 
mengukuhkan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMD), hal ini dilakukan sebagai 
upaya Pemprov Kepri menghimpun 

pendapatan daerah dari desa. Usaha 
ini sekaligus menunjukan keseriusan 
Pemprov untuk meningkatkan ekonomi 
desa. Sardison selaku Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, 
Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Provinsi Kepri menyampaikan 
berdasarkan data, ada 207 BUMD di 
provinsi Riau.

“Dari 207 jumlah BUMD yang ada di 
provinsi Riau, 126 diantaranya berada 
dalam klasifikasi dasar 73 jawaban 
klasifikasi tumbuh dan 8 dengan 
klasifikasi berkembang, namun belum 
ada satupun BUMN desa berada dalam 
klasifikasi maju. Ini menjadi tugas kita 
bersama untuk bersinergi membangun 
dan mensejahterakan desa” Ucap 
Sardison.

Gurbenur Ansar Ahmad yang hadir 
secara langsung melantik Badan Usaha 

GUBERNUR KEPRI KUKUHKAN BUMD SEBAGAI UPAYA 
PEMPROV MENGHIMPUN PENDAPATAN DAERAH



13

Milik Desa (BUMD) menyampaikan, pengukuhan tim ini merupakan salah satu 
upaya daerah untuk memajukan BUMD bersama di Provinsi Kepulauan Riau.

“perlu diketahui bahwa keberadaan BUMD bagi wilayahnya kepri masih jauh 
dari yang diharapkan, masih banyak BUMD berada di peringkat bawah. dengan 
keberadaan tim yang terdiri dari lintas sektor terkait, stakeholder ini tentunya 
menjadi sebuah penggalangan juga yang akan menjadi suatu kekuatan yang 
besar. Ini menjadi peran baru bumdes untuk menggerakan roda perekonomian 
di desa.” Jelas Ansar Ahmad

Lebih lanjut Gubernur Ansar menambahkan Peran tim ini harus mampu 
mengikuti perkembangan status dan kemampuan BUMD serta memiliki 
implikasi terhadap kebijakan dan strategi peningkatan kompetensi manajemen 
baik peningkatan skill keuangan pengelolaan dan pengembangan usaha.

“pengukuhan BUMD diharapkan memiliki implikasi terhadap kebijakan dan 
strategi peningkatan kompetensi manajemen baik peningkatan skill keuangan 
pengelolaan dan pengembangan usaha dan ekspansi pemasaran dan permodalan 
BUMD, selain itu sejumlah perangkat daerah di beberapa instansi vertikal dan 
lembaga yang tergabung dalam Tim 7 ini dapat d menyusun rencana aksi sesuai 
dengan bidang tugasnya masing-masing” tutup ansar.

Pemprov berharapa melalui Badan Usaha di Desa yang dibentuk secara bersama 
dengan pola partisipasi masyarakat dalam rangka mengoptimalkan semua potensi 
ekonomi yang ada di desa. Ketika berhasil dan menjadi profesional maka BUMD 
akan menjadi andalan masyarakat untuk percepatan pengembangan ekonomi 
desa. (Diskominfo/Patli)
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Peringatan Hari Jadi Provinsi 
Kepulauan Riau ke-19 tahun ini 
mengusung tema “Kepri Sehat 

Kepri Maju”. Tema ini sesuai dengan 
tujuan dari Gubernur Ansar Ahmad 
dan Wakil Gubernur Marlin Agustina 
yang mempunyai tagline “Kesehatan 
Pulih Ekonomi Bangkit”. Pengusungan 
tema diharapkan sejalan dengan bangkit 
kembali wilayah Kepulauan Riau di 
masa pandemic.

Jumat, 24 September 2021, Pemerintah 
Provinsi Kepulauan Riau menggelar 
Upacara peringatan hari jadi Provinsi 
Kepulauan Riau ke – 19. Acara yang di 
gelar di Gedung Daerah Provinsi Kepri 
dilaksanakan secara tertutup dihadiri 200 
undangan yang hadir secara langsung, 
dan undangan dari Kabupaten/kota 
mengikuti acara secara virtual. Upacara 
peringatan Ulang Tahun Kepri Ke – 
19 di pimpin langsung oleh Gubernur 

Kepulauan Riau, Ansar Ahmad sebagai 
Inspektur Upacara, dan Wakil Gubernur 
Kepri Marlin Agustina sebagai Pembaca 
Visi dan Misi Kepulauan Riau .

Acara yang dimulai dengan pengibaran 
Bendera Merah Putih oleh Paskibra 
Provinsi Kepulauan Riau, dilanjut dengan 
penghormatan umum pada logo bendera 
masing masing daerah. Kemudian di 
lanjutkan dengan pembacaan sejarah 
terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau.

Gubernur Ansar dalam sambutannya 
menyampaikan apresiasi kepada pejuang 
pembentukan Provinsi Kepulauan 
Riau, dan seluruh pihak yang sudah 
mengambil bagian dalam terwujudnya 
pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

“Berdirinya kita hari ini sebagai Provinsi 
ke – 32 yang hari ini genap berusia 19 
tahun tidak lepas dari jasa jasa pejuang 

PERINGATI HARI JADI KEPRI KE – 19, GUBERNUR ANSAR AJAK 
MASYARAKAT BERGOTONG ROYONG MEMBANGUN KEPRI 
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pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Di usia yang masih terbilang muda, 
kita telah menorehkan berbagai pencapaian dan penghargaan. Ini semua tidak 
terlepas dari kerja keras semua pihak dan lapisan masyarakat dalam mewujudkan 
Kepri yang lebih maju dan lebih sehat tentunya” Ucap Ansar Ahmad.

Lebih lanjut Gubernur Ansar menyampaikan, bahwa dalam tahun pertama masa 
jabatan beliau bersama Wakil Gubernur Marlin Agustina, ada banyak tantangan 
yang harus dihadapi salah satunya adalah penangan covid 19.

“di tahun pertama kepemimpinan saya dan Ibu Marlin Agustina, ada banyak 
tantangan yang harus kami hadapi salah satunya adalah covid 19. Tapi berkat 
kerjasama dan dukungan dari pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat kita 
hampir sampai pada hasil dari perjuangan panjang tersebut. Bahkan kinerja kita 
dalam penanganan covid 19 dan pelaksanaan proses vaksinasi di puji langsung 
oleh presiden Jokowidodo. Hal ini dibuktikan dengan terus menurunnya angka 
covid 19 dan target vaksinasi di Provinsi Kepulauan Riau mencapai rata rata diatas 
80 % sampai hari ini. Selanjutnya kita akan segera menyusun travel Buble agar 
tempat pariwisata dapat segera dibuka dan ekonomi di provinsi kepulauan Riau 
kembali bergerak. Sekali lagi seluruh keberhasilan ini tidak akan dapat terwujud 
tanpa partisipasi dan gotong royong seluruh lini masyarakat” jelas Ansar Ahmad.

Diakhir acara Gubernur Ansar di dampingi Ibu Marlin menyerahkan piagam 
penghargaan kepada 5 Kabupaten/Kota yang berpartisipasi dalam menyukseskan 
program Inovasi dalam peningkatan pelayanan publik di lingkungan pemerintah 
kabupaten/kota, Pemerintah berharap dengan bertambahnya usia provinsi 
kepulauan Riau, pembangunan dan kesejahteraan dapat terus diperjuangkan 
sejalan dengan tagline ” Kepri Sehat, Kepri Maju”. (Diskominfo/Patli)
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Ombudsman merupakan sebuah 
lembaga yang menerima keluhan-
keluhan dari masyarakat terhadap 

pelayanan pemerintah, dalam hal ini 
Ombudsman Kepri melakukan pertemuan 
dengan Para Pimpinan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Natuna, dalam rangka 
melakukan Koordinasi Optimalisasi 
Peningkatan Pelayanan Publik, bertempat 
di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, 
Lantai II. Selasa, (14/09/2021).

Dalam acara tersebut Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kabupaten Natuna Boy Wijanarko 
berharap Pemerintah Daerah Kabupaten 
Natuna dapat besinergi dan bekerjasama 
dalam hal perbaikan dan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat.

“Terimakasih kepada Obmudsman 
perwakilan Kepri yang telah hadir disini. 
Mudah-mudahan kita Pemerintah Daerah 
dapat bersinergi dengan Ombudsman 

demi meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat yang lebih baik kedepannya”. 
Ujar Boy Wijanarko

Selanjutnya Boy Wijanarko mengatakan 
bahwa dengan adanya kegiatan yang di 
lakukan oleh ombudsman menjadi tolak 
ukur bagi setiap OPD dalam meningkatkan 
komitmen dalam pelayanan publik.

“Kami berharap dengan kedatangan 
Ombudsman Kepri, akan menjadi tolak 
ukur bagi kami sejauh mana pelayanan 
publik yang telah kami diberikan kepada 
masyarakat”. Diakhir kata sambutannya

Kepala Perwakilan Ombudsman 
Kepulauan Riau, Lagat Parroha Patar Siadari 
menyampaikan dalam pemaparanya yakni, 
“Peningkatan kualitas pelayanan publik 
dapat dilakukan melalui penyelesaian 
pengaduan yang cepat dari penyedia 
layanan dalam hal ini instansi pemerintah 

OMBUDSMAN DATANG, SETDA NATUNA 
HARAP BERSINERGI DAN DALAM 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
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baik di pusat maupun daerah. Segala bentuk 
kritik maupun aduan yang disampaikan 
masyarakat pada suatu instansi merupakan 
sebuah koreksi untuk perbaikan pelayanan 
itu sendiri ke depannya”. Ujar Lagat

Selanjutnya Lagat mengatakan bahwa 
pemerintah membutuhkan strategi 
penanganan pengaduan dalam rangka 
peningkatan pelayanan publik. Tujuannya 
adalah sebagai informasi kebijakan proses 
pelaksanaan perbaikan pelayanan publik 
melalui pengelolaan pengaduan.

“Masyarakat dapat berpartisipasi dalam 
menjaga dan meningkatkan kualitas 
pelayanan publik tersebut. Pelayanan yang 
berkualitas ini akan menjadi tolok ukur 
bagi kinerja instansi pemerintah. Pelayanan 
publik harus responsif  terhadap segala  
perubahan  dan  tuntutan  masyarakat. 
Responsivitas ini menjadi penting bagi 
peningkatan pelayanan publik”. Ujar nya.
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“Saat ini kondisi pengelolaan pengaduan 
pelayanan publik di setiap organisasi 
penyelenggara belum menunjukkan kondisi 
pengelolaan yang efektif dan terintegrasi. 
Masing-masing organisasi penyelenggara 
mengelola pengaduan secara parsial, tidak 
terkoordinir dan terintegrasi dengan baik”. 
Sambung nya.

Diakhir pemaparannya Lagat Parroha 
Patar Siadari berharap Pemda Natuna terus 
meningkat kualitas pelayanan publik.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris 
Daerah Kabupaten Natuna, Asisten 
Administrasi Umum Sekretaris Daerah, 
Dan Para Pimpinan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Natuna, beserta Kabag 
Protokol dan Komunikasi Kepimpinan.
(Diskominfo/Sadria)
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PEMBANGUNAN PELABUHAN SAMUDERA, 
WAN SISWANDI HARAP PEREKONOMIAN 
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Pemerintah Kabupaten Natuna, 
dalam hal ini diwakili langsung 
oleh Bupati Natuna Wan Siswandi 

mengikuti rapat bersama Gubernur 
Kepulauan Riau dan Duta RI membahas 
rencana pengembangan Natuna sebagai 
kawasan ekonomi khusus melalui 
pembangunan Pelabuhan Samudera di 
Telok Buton. Selasa, (14/09) di Ruang 
Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Natuna 
secara virtual.

Dalam kesempatan tersebut Bupati 
Natuna, Wan Siswandi menyampaikan 
bahwa Pemda Natuna mendukung 
pembangunan infrastruktur di Natuna.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten 
Natuna Sangat mendukung 
pembangunan infrastruktur Pelabuhan 
Samudera di Telok Buton dan akan terus 
mendorong agar terealisasi dengan baik”. 

Ujar Wan Siswandi

Selanjutnya Wan Siswandi 
menambahkan kan “kami di daerah ini 
sudah sangat siap, semoga terealisasi, 
dan adapun yang menjadi domain tugas 
kami akan kami lakukan semampu dan 
sebisa kami”.
“Kami berharap dengan dibangunkan 
Pelabuhan Samudera di Teluk Buton 
akan meningkatkan perekonomian 
daerah terluar dan sekaligus menjadi 
bagian dalam pertahanan dan keamanan 
negara”. Jelasnya.

Di kesempatan yang sama Gubernur 
Kepulauan Riau Ansar Ahmad 
menyampaikan bahwa “kami berharap 
Dubes KBRI Tokyo mempromosikan 
rencana pembangunan ini kepada 
investor di Jepang, siapa tahu mereka 
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tertarik berinvestasi di Natuna”. Ujar Ansar Ahmad

Selanjutnya Ansar Ahmad berharap pelabuhan terpadu tersebut multifungsi.

“diharapkan menjadi pelabuhan terpadu yang multifungsi selain menjadi 
pelabuhan perikanan dan logistik secara tidak langsung juga menjadi 
pelabuhan yang bisa mendukung pertahanan dan keamanan negara” 
harapnya.

“Kita membutuhkan dukungan dari Pak dubes terkait rencana pembangunan 
Pelabuhan Samudera ini. Kepada Menteri Perhubungan juga sudah kita 
bahas, dan apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sudah 
dilakukan dari masalah studi kelayakan dan sebagainya”. Jelasnya

Turut hadir secara virtual Duta Besar RI untuk Jepang, Gubernur Kepulauan 
Riau, serta di Ruangan Bupati Natuna, Asisten II Ekonomi Pembangunan, 
Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BP3D Natuna, Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Natuna. (Diskominfo/Sadria)
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Ba d a n K e p e g a w a i a n , 
Pemberdayaan dan Sumber 
Daya Manusia (BKPSDM) 

Natuna telah mengumumkan bahwa 
pelaksanaan seleksi kompetensi 
dasar (SKD) calon pegawai 
negeri sipil (CPNS) dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja 
(PPPK) Non Guru di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Natuna 
akan digelar pad 17 September 
sampai dengan 06 Oktober 2021.

Kepala BPKSDM Natuna, Alim 
Sanjaya mengatakan, bahwa untuk 
menghindari kecurangan yang 
kerap terjadi pada saat tes CPNS 
seperti joki, maka dari itu untuk 

pelaksanaan tes cpns kali ini 
BKSDM Natuna akan menerapkan 
teknologi face recognition atau alat 
pendeteksi wajah bagi para peserta.

“Jangan coba coba menggunakan 
jasa joki atau calo pada saat SKD 
nanti, karena kita akan menlakukan 
pendeteksian wajah pada saat 
peserta melakukan registrasi 
dilokasi ujian. Peserta akan diminta 
membuka maskernya sebentar agar 
wajahnya terdeteksi oleh sistem” 
terang Alim.

SKD CPNS 2021 akan dilaksanakan 
dengan metoded Computer Assisted 
Test (CAT) BKN berlokasi di SMAN 

ANTISIPASI JOKI SAAT SKD, BKPSDM 
PAKAI TEKNOLOGI PENDETEKSI 

WAJAH
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1 Bunguran Timur. Dikarenakan pelaksanaan SKD saat ini dalam masa 
pandemic, peserta diwajibkan melakukan tes antigen (maksimal 1×24 
jam) ataupun Swab PCR (maksimal 2×24 jam) dan membawa surat 
keterangan non reaktif atau negative tersebut pada saat registasi.

Bagi peserta yang hasil swab test PCR atau Antigennya positif atau 
reaktif diharapkan untuk segera melapor kepada panitia dengan cara 
mengirimkan bukti tersebut melalui whatsapp : 081365753287.

“Peserta yang dinyatakan positif atau reaktif berdasarkan hasil rapid 
antigen ataupun swab pcr harap melapor langsung jangan sampai saat 
sesi ujiannya atau setelah sesi ujiannya selesai baru melapor ke panitia. 
Ingat melapor melalui wa saja jangan dating langsung ke panitia” imbau 
Alim.

Alim menambahkan, peserta yang telah melapor tersebut akan diusulkan 
kepada BKN/Panselnas untuk pengaturan jadwal ujian susulan.
“Untuk jadwal dan tempat ujian susulannya belum ada informasi untuk 
saat ini” tambahnya.

Untuk menghindari adanya kerumunan, Alim mengimbau kepada 
semua peserta untuk datang sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Artinya 
jangan terlalu cepat dan jangan pula terlambat. Jika datangnya kecepatan, 
harap tidak berada atau berkumpul di lokasi ujian. Selain itu, Livescore 
nilai ujian CAT tidak akan ditayangkan dilokasi SKD melainkan melalui 
siaran langsung chanel youtube BPKSDM Kabupaten Natuna.

Terakhir, Ia mengingatkan seluruh peserta untuk mengikuti semua 
pedoman pada saat tes, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai 
masker medis ( 2ply) dan masker kain, tidak berkerumun demi kelancaran 
dan kesehatan bersama. (Diskominfo/Fera)
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ANTISIPASI JOKI SAAT SKD, BKPSDM PAKAI 
TEKNOLOGI PENDETEKSI WAJAH
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Bupati Natuna, Wan Siswandi 
antusias mengikuti 
Pembekalan Kepimpinan 

Dalam Negeri bagi Bupati dan 
Wakil Bupati Tahun 2021 yang 
diselenggarakan oleh  Kementerian 
Dalam Negeri, secara virtual, 
bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 
Kantor Bupati Natuna, 16/09/2021.

Dalam Kegiatan tersebut Bupati 
Natuna mendengarkan pemaparan 
dari mantan Bupati Banyuwangi, 
Abdullah Azwar Anas.

Dalam pemaparannya Abdullah 
mengatakan bahwa potensi 
permasalahan pembangunan 

daerah pada umumnya timbul dari 
kekuatan yang belum didayagunakan 
secara optimal, kelemahan yang 
tidak diatasi, peluang yang tidak 
dimanfaatkan, dan ancaman yang 
tidak diantisipasi.
“Di dalam setiap daerah kita pasti 
memiliki keterbatasan, salah satunya 
keterbatasan anggaran, keterbatas 
SDM dan lainnya, dari keterbatasan 
ini kita bisa menentukan skala 
prioritas”. Ujar Azwar Anas

Selanjutnya Abdullah 
menambahkan bahwa ada tujuh 
prioritas pembangunan daerah 
yang menjadi fokus pembangunan 
daerah 2021.

BUPATI NATUNA ANTUSIAS MENGIKUTI 
PEMBEKALAN KEPEMIMPINAN DALAM 

NEGERI SECARA VIRTUAL
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“Pertama, membantu usaha ekonomi rakyat yang terdampak covid-19. 
Kedua, mendorong tumbuhnya dunia usaha dengan memangkas 
rantai perizinan investasi. Ketiga, meningkatkan nilai tambah tinggi di 
sektor perikanan dan pertanian. Keempat, revitalisasi dan peningkatan 
nilai tambah sektor manufaktur. Kelima, memulihkan kembali 
sektor pariwisata. Keenam, melanjutkan pembangunan infrastruktur 
yang berhimpitan dengan prioritas nasional dan provinsi. Terakhir, 
pemberdayaan UMKM”. Jelas nya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa urusan pendidikan dan kesehatan 
tetap menjadi prioritas wajib pembangunan. Selain itu, penyediaan 
jaring pengaman sosial juga kami masukkan.

Diakhir pemaparan nya  Abdullah Azwar Anas berharap melalui 
penyelenggaraan kegiatan ini bisa berbagi ilmu untuk kemajuan daerah 
masing-masing.

Dalam acara tersebut adapun yang mendampingi Bupati Natuna 
diantarnya  Kepala BP3D, Kepala Dinas Kominfo Natuna, Kepala 
Kesbangpol Natuna, Kepala Disperindag berserta Kabag Organisasi.
(Diskominfo/Sadria)
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Pemerintah Kabupaten Natuna 
melaksanakan Penandatangan 
Memorandum of Understanding 

(MoU), dengan PT. Bank Pembangunan 
Daerah Riau Kepri Bidang Jasa Layan 
Perbankan.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh 
Bupati Natuna,Wan Siswandi bersama 
Direktur Dana dan Jasa Provinsi Kepulauan 
Riau, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 
Kantor Bupati Natuna, 16/09/2021.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Natuna 
Wan Siswandi menyampaikan bahwa “MoU 
ini tentunya sebagai komitmen bersama 
dalam meningkatkan jasa dan layanan 
perbankan demi terwujudnya tata kelola 
pemerintahan yang baik kedepannya”. Ujar 
Wan Siswandi

Selanjutnya Wan Siswandi menyampaikan 

harapannya nantinya antara Pemkab 
Natuna dan Bank Riau Kepri dapat selalu 
menjalin koordinasi dan komunikasi, 
untuk terciptanya transparansi yang 
akuntabel dan efisien. Sehingga pengelolaan 
keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna 
dapat dikelola dengan lebih transparan.

“Kami pada prinsipnya mendukung setiap 
inovasi dan terobosan yang dibuat Bank 
Riau Kepri, kita merasa memiliki Bank 
Riau Kepri ini, sebab andilnya cukup 
banyak dalam pembangunan di daerah. 
Sukses terus untuk Bank Riau Kepri dalam 
membuat inovasi-inovasi baru”. Jelasnya

Sementara itu, Direktur Dana dan Jasa 
Provinsi Kepulauan Riau, Soeharto 
menyampaikan apresiasinya juga kepada 
Pemkab Natuna yang selama ini sangat 
mendukung Bank Riau Kepri. Tentunya 
hal itu membuat Bank Riau Kepri terus 

MELALUI MOU BERSAMA PT. BANK RIAU KEPRI, 
BUPATI NATUNA BERHARAP PENGELOLAAN 

KEUANGAN PEMDA TRANSPARAN
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memberikan dukungan kembali dalam 
pengelolaan keuangan kas daerah 
Kabupaten ini.

“Salah satu bentuk dukungan Bank Riau 
Kepri terhadap Pemerintah Kabupaten 
Natuna yaitu, Kerjasama dalam pelayanan 
digitalisasi atau elektronisasi dalam 
layanan perbankkan atau elektronifikasi 
Pemerintahan Daerah”. Ujar Soeharto

Selanjutnya Soeharto menyebutkan 
kerjasama ini merupakan sebuah program 
yang sudah berjalan di sejumlah Kabupaten/
Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan 
Riau. Pelayanan berbasis digitalisasi dan 
elektronisasi ini sangat diperlukan pada 
masa pandemik Covid-19.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris 
Daerah Kabupaten Natuna, Kepala 
BPKAD, Kepala Bagian Antara Lembaga, 
Kepala Bank BPD Ranai.
(Diskominfo/Sadria)

"MELALUI MOU 
BERSAMA PT. BANK 
RIAU KEPRI, BUPATI 
NATUNA BERHARAP 

PENGELOLAAN 
KEUANGAN PEMDA 

TRANSPARAN"
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Pemerintah Daerah Kabupaten 
Natuna dalam hal ini Wakili oleh 
Sekretaris Daerah Kabupaten 

Natuna Boy Wijanarko menghadiri 
acara Audiensi Mahasiswa Natuna se-
Indonesia bersama Pemda Natuna secara 
virtual ,bertempat di Ruang Rapat Lantai 
2 Kantor Bupati Natuna, 20/09/2021.

Dalam Kesempatan tersebut Sekretaris 
Daerah Kabupaten Natuna Boy 
Wijanarko dalam sambutannya 
mengatakan kepada seluruh mahasiswa 
yang hadir secara virtual dalam audiensi 
tersebut untuk menyampaikan apa saja 
aspirasi mereka.

“pada pagi hari ini saya lebih 
mengarahakan pada teman-teman 
mahasiswa menyampaikan apa saja yang 
ingin di sampaikan kepada kami Pemda 

Natuna, saya lebih ingin mahasiswa 
untuk menyampaikan informasi yang 
jelas kepada kami, dan di arahkan selaras 
dengan visi dan misi Bupati dan Wakil 
Bupati Natuna”. Ujar Boy Wijanarko

Selanjutnya Boy Wijanarko 
menyampaikan sedikit tentang visi dan 
misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna.

“Misi Bupati dan Wakil Bupati 
Natuna yang pertama yaitu akselerasi 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia, selanjutnya mewujudkan 
kemandirian ekonomi berbasis potensi 
lokal, menciptakan kawasan perbatasan 
perbatasan yang aman, strategis dan 
eksotis, serta akselerasi pembangunan 
infrastruktur yang tertib dan teratur”. 
Jelasnya

PEMDA NATUNA HADIRI AUDIENSI 
VIRTUAL BERSAMA MAHASISWA 

NATUNA SE- INDONESIA



27

Diakhir kata sambutannya Boy Wijanarko berhadap melalui kegiatan ini akan 
menjadi media aspirasi terhadap pelayanan Pemda.

“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini akan menjadi media aspirasi dan 
koreksi bagi kami Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dalam melakukan 
Kebijakan dalam kemajuan pembangunan Natuna kedepannya”. Tutupnya

Pada kesempatan yg sama Ketua Dema STAI Natuna Safarudin menyampaikan 
bahwa “alasan kami melakukan audiensi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten 
Natuna Yaitu salah satunya menjalin silaturahim bersama Pemerintah Daerah 
Kabupaten Natuna dan kami ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi dari 
semua Mahasiswa Natuna se Indonesia terhadap upaya Pemerintah dalam 
pembangunan Natuna”. Ujar Safarudin

Selanjutnya Safarudin menambahkan “kami dari mahasiswa Natuna se Indonesia 
berharap ingin  terjalin komunikasi yang baik dan kerja antara Mahasiswa 
bersama Pemda Natuna terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan di 
Natuna, berharap kepada Pemda Natuna melestarikan budaya dan seni Natuna 
dengan cara memasukan kedalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah di 
Natuna”. Jelasnya

Turut hadir dalam acara Audiensi Virtual tersebut yaitu Asisten I Pemerintah 
dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Sekretaris 
Dinas Pendidikan, serta Mahasiswa Natuna se-Indonesia. (Diskominfo/Sadria)
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Bupati  Natuna Wan Siswandi 
menghadiri kegiatan Diskusi 
Bersama Ketua Badan Pengelola 

Geopark Natuna, Muhammad Alim 
Sanjaya dalam kegiatan Signifikasi 
Pengakuan Status Geopark Natuna 
Sebagai UNESCO Global Geopark, 
Secara Virtual, bertempat di Ruang 
Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Natuna, 
20/09/2021.

Dalam Kesempatan tersebut Bupati 
Natuna Wan Siswandi mengatakan 
bahwa Natuna yang terletak di ujung 
utara Indonesia menyimpan beraneka 
ragam daya tarik berupa alam yang 
indah.

“Bongkahan batu-batu yang unik, 
gunung, bukit, air terjun,  budaya 

atau sejarah, terumbu karang, bahkan 
arkeologinya yang ada didasar laut, 
dan ttidak kalah menariknya juga 
keanekaragaman hayati berupa 
flora dan fauna yang identik dengan 
kekah Natuna yang termasuk hewan 
endemik dan langka yang hanya ada 
di Natuna”. Ujar Wan Siswandi

Selanjutnya Wan Siswandi 
menyampaikan bahwa “Adanya 
Keberadaan keanekaragaman geologi, 
Budaya dan Hayati tersebut terbukti 
bahwa Natuna memiliki potensi yang 
dapat dijadikan Geopark Nasional 
dan Global Geopark Network of 
UNESCO”.

“Berdasarkan hasil kegiatan 
inventarisasi keragaman geologi 

NATUNA JADI KAWASAN UNESCO 
GLOBAL GEOPARK, BUPATI HARAP JADI 

PENGUATAN STRATEGIS
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yang dilakukan oleh Pusat Survey Geologi badan Geologi Kementerian 
ESDM. Kepulauan Natuna tersusun setidaknya oleh 17 lokasi geodiversity 
diantaranya Pulau Setanau, Pulau Sabang Mawang, Pulau akar, Batubi, 
kelarik, Pian Padang, Setengar, Pulau Senua, Gunung Ranai, Tanjung Datuk, 
Senubing, Alif Stone Park, Pantai Batu Kasah, Tanjung Datuk, Gua dan 
Pantai Kamak, Bukit Kapur, Kelarik-Batubi dan Teluk Buton, berdasarkan 
standar dan juknis asesmen warisan geologi telah diidentifikasi sejumlah 
8 lokasi yang memilki potensi warisan geologi meliputi, Pulau Setanau, 
Pulau Akar, Pulau Senoa, Tanjung Senubing, Batu Kasah, Gunung Ranai, 
Tanjung Datuk, Gua dan Pantai Kamak”. Jelasnya

Di akhir paparannya Wan Siwandi  berharap dengan Pengakuan Natuna 
Berstatus Kawasan Geopark sebagai UNISCO Global Ini jadi Penguatan 
Strategis Natuna dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat setempat.

Turut hadir mendampingi Bupati dalam acara tersebut Plt Kadis BKPSDM, 
serta perwakilan dari Dinas Pariwisata Kiki Firdaus. (Diskominfo/Sadria)
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Dalam upaya membangun 
kemaritiman Indonesia 2020 
– 2024 yang mempunyai misi 

salah satunya menegakkan kedaulatan 
maritim dengan tujuan menjadikan 
Indonesia pusat peradaban maritim 
dunia, Natuna merupakan salah satu 
Kabupaten yang menjadi perhatian 
serius oleh pemerintah pusat untuk 
dijalankan berbagi program-program 
pembangunan. Oleh sebab itu untuk 
memaksimalkan program tersebut, Tim 
Kemenko Kemaritiman RI  melaksanakan 
pertemuan bersama Pemerintah Daerah 
Kabupaten Natuna bertempat di Ruang 
Rapat Lantai 2 Kantor Bupati Natuna, 
23/09/2021.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati 
Natuna Wan Siwandi menyampaikan 
kata sambutan “Sebagaimana kita ketahui 

bahwa Kabupaten Natuna ini berada 
di wilayah perbatasan, peran maritim 
sangat penting kerena wilayah Natuna 
ini 99% lautan. Cuma kewenangan 
Bupati hanya 1 % berdasarkan Undang-
undang nomor 27 tahun 2014 yang 
menyatakan Kewenangan Bupati Hanya 
di bibir pantai. Padahal pengamanan 
karang atau sebagainya dari 0 – 4 mil 
itu sebenarnya lebih baik kewenangan 
kabupaten”. Ujar Wan Siswandi

Selanjutnya Wan Siswandi mengatakan, 
masalah kemaritiman ini memang 
sangat penting untuk dibahas, karena 
menurutnya ladangnya masyarakat 
Natuna itu di laut.

“Pembahasan tentang Kemaritiman ini 
penting sekali kita bahas, bukan cuma 
perikanan, tetapi juga migas, pariwisata 

RAPAT BERSAMA TIM KEMARITIMAN RI, BUPATI 
HARAP MARITIM NATUNA AKAN MAJU
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juga ada disitu, karena dengan kemajuan kemaritiman yang bagus akan 
meningkatkan perekonomian masyarakat, karena sebagian masyarakat Natuna  
ladang penghasilannya dari laut”. Jelasnya

Diakhir kata sambutannya Wan Siswandi berharap kedepannya perkembangan 
dan kemajuan Natuna khususnya di bidang kemaritiman ini dapat memberikan 
manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Natuna.

“Kami berharap dengan Pertemuan bersama Tim Kemenko Kemaritiman 
Kedepannya Perkembangan Kemaritiman  memberikan manfaat bagi masyarakat 
Kabupaten Natuna”. Tutup nya

Pada kesempatan sama Perwakilan dari Tim Kemenko Kemaritiman Agnes 
Wirdayanti memaparkan “Selain berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 2015, 
Purbaya juga menjelaskan bahwa Kemenko Bidang Kemaritiman mempunyai 
tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan 
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan 
sumber daya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 
2015”. Ujar Agnes Wirdayanti

Selanjutnya Agnes Wirdayanti menambahkan “Terhadap kedaulatan maritim 
di Natuna, Pemerintah pusat telah mencanangkan berbagai program kegiatan 
yang diselaraskan berdasarkan 5 pilar prioritas pembangunan Natuna yaitu, 
Sektor Kelautan dan Perikanan, Sektor Pariwisata, Sektor Jasa Industri Migas, 
Sektor Lingkungan Laut, serta Sektor pertahanan dan keamanan”. Jelasnya

Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Bupati Natuna, Sekretaris Daerah 
Kabupaten Natuna, Kepala BP3D, Para Pimpinan Organisasi Perangkat 
Daerah  dan Forkompinda Kabupaten Natuna, serta  Anggota Tim Kemenko 
Kemaritiman RI. (Diskominfo/Sadria)
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Dalam rangka meningkatkan mutu, 
citra dan potensi, dan produk 
wisata suatu daerah maka perlu 

dilaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan 
yang diharapkan dapat menciptakan anak 
muda yang mempunyai sumber daya yang 
terampil, cakap dan memiliki keahlian khusus 
serta profesional dalam bidang digital kreatif 
. Hal itu mutlak di tengah persaingan global 
saat ini apalagi saat pandemi.

Rabu, 08 September 2021, dalam acara 
pembukaan pelatihan jong kreatif 2021 yang 
dilaksanakan oleh Bakti Kominfo yang diikuti 
oleh Kepala Dinas Kominfo dan peserta dari 
5 Kabupaten/Kota yang tersebar di Indonesia. 
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Natuna 
yang hadir secara virtual pada kesempetan 
tersebut menyampaikan apresiasinya kepada 
Program yang dilaksanakan BAKTI, beliau 
berharap program ini memiliki engagement 
dalam jangka panjang, dimana aluminya nanti 
dapat terus dibina sampai mereka menjadi 
profesial di bidangnya masing masing.

“Satu hal yang sering saya tanyakan kepada 
bakti setelah pembangunan infrastruktur 
sinyal yang memadai langkah apa yang harus 
kita ambil untuk kedepannya, tentunya kita 
akan bicara masalah konten. Untuk membuat 
satu konten, tentu kita butuh content creator , 
ini penting kita mencari ataupun melahirkan 
content creator baru di setiap daerah. Kami 
harap dengan adanya pelatihan jong kreatif 
academy ini akan bermunculan programmer, 
design grafis dan bakat bakat lainnya. 
Saya sangat mengapresiasi Program yang 
dilaksanakan BAKTI, saya berharap program 
ini memiliki engagement dalam jangka 
panjang, dimana aluminya nanti dapat terus 
di bina sampai mereka menjadi profesial. ” 
Ujar Raja Darmika.

Ari Soegeng Wahyuniarti Kepala Devisi 
Layanan TI Bakti Kominfo yang membuka 
langsung acara tersebut juga menyampaikan 
ditahun 2024 Indonesia merdeka sinyal harus 
diwujudkan, untuk selanjutnya bagaimana 
kita mempersiapkan anak muda untuk 

BAKTI KOMINFO JEMBATANI PERCEPATAN DIGITALISASI 
DAERAH MELALUI JONG KREATIF ACADEMY
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memanfaatkan infrastruktur sinyal 
tersebut dengan kecakapan dalam 
membuat konten digital yang kreatif 
tentunya.

“Menjadi tugas BAKTI Kominfo 
untuk memeratakan layanan teknologi 
komunikasi dan informasi di seluruh 
daerah yang ada di Indonesia. Tahun 
2024 kita harap seluruh daerah di 
Indonesia sudah mencapai target sebagai 
daerah yang 100 persen merdeka sinyal. 
Selanjutnya selain dalam pemenuhan 
percepatan digitalisasi daerah yang 
didukung dengan pembangunan 
infrastruktur yang memadai juga 
harus di dukung dengan sumberdaya 
manusianya yang siap untuk 
memanfaatkan ketersediaan layanan 
teknologi ini dengan maksimal dan 
kecakapan ataupun keahlian, terkhusus 
daerah daerah 3T”.

Pengembangan ecosystem digital betujan 
untuk memaksimalkan pemanfaatan 
infrastruktur, kami harap jong kreatif 
dapat menjadi wadah bagi teman teman 
untuk mengembangkan kemampuan 
dan berkreasi menuju 2030 dimana 
kebutuhan tenaga kerja di bidang 
kreatif semakin meningkat. Kita harap 
dengan adanya jong kreatif academy 
dapat menjadi solusi bagi teman teman 
untuk bersaing di dunia kerja maupun 
menciptakan industry kreatif yang 
bermanfaat bagi banyak orang” jelas Ari 
Wahyuniarti.

Dyan R helmi yang merupakan 
Pendamping program jong kreatif 2021 
yang juga hadir dalam acara pembukaan 
jong kreatif 2021 tersebut menyampaikan 
selain ada mentor nasional masing 
masing daerah akan ada mentor daerah 
yang mendampingi secara langsung jika 
dalam pelatihan di temukan kendala 

dilapangan.

“selain ada mentor nasional masing masing 
daerah akan ada mentor daerah yang 
mendampingi secara langsung jika dalam 
pelatihan di temukan kendala dilapangan. 
Dalam pelaksanaannya pelatihan ini di 
laksanakan full selama 3 bulan, tidak hanya 
bimbingan teori tapi masing masing peserta 
akan dipertemukan dengan industri sesuai 
bidang masing masing untuk melatih 
kemampuan yang sudah di ajarkan. Hal yang 
paling penting bagaimana peserta jong kreatif 
dapat membangun portofolio dibidang yang 
mereka minati dan siap bersaing dengan pasar 
menuju ecosystem digital yang professional” 
tutup Dyan R Helmi.

Bakti Kominfo berharap dengan hadirnya 
Jong Kreatif Academy dapat menjadi jembatan 
Percepatan Digitalisasi Daerah Natuna serta 
menjadi platform bagi anak muda untuk 
meciptakan ekosistem digital kreatif yang 
berdaya saing. Peserta yang lolos masuk dalam 
Jong Kreatif academy 2021 akan mengikuti 
pelatihan selama 3 bulan dan didampingi oleh 
expert di masing masing bidang.
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MELALUI SOSIALISASI, PEMDA NATUNA 
TUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT 

TENTANG PENTING IMUNISASI

Hampir 2 tahun ni kecenderungan 
untuk pelaksanaan program 
imunisasi ini mengalami 

penurunan, contohnya seperti kunjungan 
ke posyandu dan fasilitas kesehatan 
lainnya, dimana orang tua  yang 
mempunyai balita  khawatir untuk kesana, 
karena mereka takut anak mereka akan 
terinfeksi virus covid-19 ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Kasi 
Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan 
Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten 
Natuna Erni Yusnita, dalam Dialog 
Interaktif Di RRI Ranai, 07/09/2021, Pagi.

Selanjutnya Erni Yusnita menyampaikan 
bahwa Imunisasi untuk bayi dan balita 
sangat lah penting.
“Alhamdulillah untuk anak-anak sekolah 
itu sudah mendapatkan imunisasi, tapi 
untuk anak-anak bayi untuk mendapatkan 

vaksin covid atau imunisasi sampai hari 
ini belum, mungkin ibu-ibu atau orang 
tua berpikir tinggal di rumah itu belajar 
dari rumah, Jadi tidak perlu lah untuk di 
imunisasi, tapi orang tua tidak menyadari 
bahwa orang tua kan tetap keluar rumah, 
sehingga kemungkinan anak-anak bisa 
tertular oleh virus yang di bawa dari 
luar, kemungkin tidak terimunisasi 
segala resiko penyakit bisa tertular 
seperti contohnya campak rubella, 
difteri, itu penyakit-penyakit yang sangat 
mematikan”. Ujar Erni Yusnita

Pada kesempatan yang sama juga Kasi 
Surveilan dan Imunisasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Natuna Imam Su’udi 
menyampaikan bahwa “bulan Juni-Juli 
itu ada beberapa puskesmas dan fasilitas 
kesehatan yang memang menghentikan 
kegiatan imunisasi tetapi sebagian juga 
melaksanakan imunisasi melalui door to 
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door , rumah ke rumah melakukan imunisasi kegiatan seperti itu sudah sampai di 
bulan Agustus kemarin itu sudah tercapai imunisasi dasar  63,62% itu termaksud 
angka yang rendah, itu di karenakan kurangnya tingkatkan pemahaman masyarakat 
tentang imunisasi, tetapi kalau yang untuk pada anak Sekolah Dasar kelas 1, 2 sampai  
5 bisa dilaksanakan karena mereka sudah datang ke fasilitas pendidikan, kita tinggal 
koordinasi dengan pihak sekolah makanya bisa dilaksanakan tapi kalau yang yang 
untuk bayi dan balita rendah karena itu tingkat pemahaman masyarakat tentang 
vaksinasi lanjutan tadi masih kurang jadi perlu adanya peningkatan kesadaran 
kepada masyarakat tentang imunisasi itu”. Ujar Imam

Mengenai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna telah melakukan Sosialisasi 
tentang pentingnya imunisasi
Erni Yusnita Kasi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Dinas 
Kesehatan Kabupaten Natuna menyampaikan “berbagai strategi sudah kita lakukan 
tidak cukup hanya di dalam puskesmas saja, biasanya dokter-dokter, tenaga 
kesehatan juga memberikan informasi untuk menyebarluaskan kepada masyarakat 
gitu misalnya melalui wa grup, dan juga sosialisasi melalui ibu-ibu PKK, dimana 
setelah di sampai ibu-ibu ini menyampaikan lagi kerabat saudaranya yang memiliki 
bayi atau pun balita”. Jelasnya .

Diakhir dialog, Kasi Surveilan dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna 
Imam Su’udi berpesan “lengkapi imunisasi anak-anak kita ya apalagi nanti kita akan 
akan masuknya melaksanakan pertemuan tatap muka jadi sangat beresiko sekali 
kalau imunisasi anak-anak kita tidak lengkap jadi segera kunjungi fasilitas Kesehatan 
lihat di catatan imunisasinya apa yang belum dapat masuknya Imunisasi apa yang 
masih belum diberikan itu segera diberikan”. Tutupnya. (Diskominfo/Sadria)
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PROGRAM SCHOOL FARMING SIAP DUKUNG 
PENINGKATAN GIZI DALAM MENCEGAH 

STUNTING DI KABUPATEN NATUNA

Stunting harus dicegah sejak dini 
dengan pendidikan gizi kepada anak, 
harus dilakukan sejak memasuki 

pendidikan anak usia dini (PAUD). Di 
usia produktif kelak balita stunting akan 
mempunyai daya saing yang lebih rendah 
dibandingkan sumber daya manusia 
(SDM) negara lain yang memiliki balita 
sehat karena rendahnya fungsi kognitif 
mereka.

Jumat 10 September 2021, Dalam acara 
Kancah Opini Pagi (KOPI PAGI) yang 
merupakan program kerjasama antara 
Diskominfo Natuna dan RRI Ranai secara 
khusus membahas ketahanan pangan 
dan gizi dalam mencegah stunting di 
masa pandemi. Syarifah Maryam Kepala 
Bidang Kesehatan masyarakat Dinkes 
Natuna yang hadir sebagai narasumber 
menjelaskan bahwa pencegahan stunting 
telah menjadi program nasional, karena 

stunting memiliki dampak yang cukup 
luas dalam jangka panjang.

“Pemahaman tentang stunting harus 
kita edukasi sejak dini, untuk mencegah 
dampak yang lebih luas dalam jangka 
panjang. Penetapan stunting sebagai 
program nasional tentunya memiliki 
latarbelakang yang urgensi tentang 
pentingnya pencegahan stunting sejak 
dini. Yang perlu di garis bawahi stunting 
tidak hanya terjadi pada keluarga dengan 
ekonomi lemah karena ada banyak hal 
yang dapat menyebabkan stunting itu 
sendiri, diantaranya asupan gizi dan pola 
asuh” Jelas Maryam.

Selanjutnya Maryam juga menambahkan 
pemerintah daerah tetap berkomitmen 
untuk terus bergerak menuntaskan 
masalah stunting di Kabupaten Natuna.
“Langkah kongkrit yang kita ambil 
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tentunya dimulai dengan hal yang paling 
mendasar yaitu proses pendataan, proses 
pendataan akan menjadi tolak ukur 
treatment apa yang harus kita lakukan 
untuk menuntaskan masalah tersebut. 
Dari data kita dapat menganalisa untuk 
menetapkan desa fokus stunting yang akan 
mendapatkan bimbingan, sosialisasi dan 
pemenuhan gizi sampai kasusnya tidak 
ada lagi atau setidaknya meminimalisir 
jumlah angka stunting saat ini” tambah 
Maryam.

Firdaus, Sekretaris Dinas Ketahanan 
Pangan Kabupaten Natuna yang juga hadir 
sebagai narasumber juga menyampaikan 
ketahanan pangan dan gizi merupakan 
kunci dalam mencegah stunting.

“Bicara masalah stunting dari sisi 
ketahanan pangan dan kesehatan, tentunya 
kita harus menemukan terlebih dahulu 
sumber masalah, yaitu tidak tercukupinya 
asupan gizi dalam tubuh seseorang atau 
anak. Untuk mendukung penuntasan 
stunting tentunya melakukan pendekatan 
kepada masyarakat dengan program P2L 
yaitu perkarangan pangan lestari dimana 
urgensi dari program ini adalah memberi 
contoh bagaimana memanfaatkan 

perkarangan itu sendiri bagaimana lebih 
mandiri untuk meningkatkan kebutuhan 
pangan” Jelas Firdaus.
Lebih lanjut firdaus menjelaskan dalam 
jangka panjang Dinas Ketahanan Pangan 
dan Gizi akan melibatkan anak usia 
sekolah dengan program School farming.

“Dalam jangka panjang Dinas Ketahanan 
Pangan dan Gizi akan melibatkan anak usia 
sekolah dengan program School farming. 
School farming adalah memanfaatkan 
lahan hijau disekolah dengan menanam 
tumbuhan yang memiliki nilai gizi 
bagi tubuh manusia, selain itu mereka 
juga diberi edukasi untuk menjaga 
keseimbangan gizi dalam tubuh. Dengan 
menjangkau semua lini masyarkat kami 
berharap masalah stunting di Natuna 
dapat segera di tuntaskan” Jelas Firdaus.

Diakhir dialog masing masing narasumber 
berharap peran keluarga dalam mencegah 
stunting sangat dibutukan, selain fokus 
dalam pemenuhan gizi anak , pola asuh 
juga sangat membantu dalam pencegahan 
stunting. Dengan program program yang 
telah dilakukan oleh Pemerintah Natuna 
semoga dapat menurunkan angka stunting 
di Kabupaten Natuna. (Diskominfo/Patli)
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PERAN MASYARAKAT DALAM 
PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI 

NATUNA

Pelayanan publik merupakan hal yang 
sangat dekat dengan kehidupan 
sehari-hari. Tidak hanya tentang 

persoalan mengurus perizinan, melainkan 
juga ketersediaan listrik dan air, pelayanan 
kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta 
segala kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan. Mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1, 
bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/
atau pelayanan administratif.

Rabu 15 September 2021, Dalam Dialog 
Interaktif Natuna bersama RRI Ranai bersama 
Ombudsman secara khusus membahas 
mengenai peran masyarakat dalam 
pengawasan pelayanan publik di Kabupaten 
Natuna. Cindy M pardede Kepala keasistenan 
pencegahan maladministrasi yang hadir 
sebagai narasumber menjelaskan perlunya 

sosialisasi mengenai fungsi dan peran 
Ombudsman dalam mengawasi pelayanan 
publik di masing masing daerah.

“Jadi ombudsman itu adalah lembaga negara 
kita dibentuk oleh dengan berdasarkan undang 
undang 37 tahun 2008 tentang ombudsman 
Republik Indonesia. Awalnya berdiri kita itu 
bukan sebuah komisi ombudsman nasional. 
Namun pada saat rezim pemerintahan bapak 
kiai haji Abdurrahman Wahid, kami berubah 
menjadi lembaga negara ombudsman 
Republik Indonesia. ombudsman Republik 
Indonesia ini adalah satu lembaga pengawas 
penyelenggaraan pelayanan publik” Jelas 
Cindy M Pardede

Lebih lanjut cindy menjelaskan hadirnya 
Ombudsman di tengah tengah masyarakat 
itu untuk memastikan bahwa masyarakat itu 
mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan 
standar sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jadi kami hadir di tengah tengah masyarakat 
untuk memastikan bahwa masyarakat 
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mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami 
di Provinsi Kepulauan Riau sudah hampir 13 tahun berdiri, namun mungkin masyarakat 
Natuna masih bingung apa peran Ombudsman. Jadi kami hadir di sini untuk pengawasan 
penyelenggaraan pelayanan publik. Mungkin kalau boleh dikatakan dengan KPK itu kami 
hampir sama, cuma bedanya kami fokus di pelayanan publik. Kalau kami penyelenggara 
pelayanan publik yang dirasakan masyarakat langsung” tambah Cindy lebih lanjut.

Riana Anugrah Kepala Keasistenan Laporan yang juga hadir pada dialog tersebut 
menyampaikan, Pelayanan publik itu dibagi 3 mbak pelayanan jasa administrasi dan barang 
untuk jasa itu seperti kesehatan, pendidikan lalu untuk barang itu seperti air, listrik, gas, dan 
administrasi.

“Jadi, pelayanan publik itu dibagi tiga pelayanan jasa administrasi dan barang. Apa yang 
ketidaksesuaian dari ketentuan yang berlaku maka bisa melaporkan ke kami seperti contohnya 
apablia contohnya misalnya kita buat ktp, ternyata ktp itu kan sesuai dengan jangka waktunya 
cuma 1 jam atau satu hari paling lama ternyata dalam proses pembuatannya itu bisa memakan 
waktu sampai satu Minggu satu. Satu bulan bahkan sampai satu tahun itu kan tidak sesuai 
dengan jangka waktu pelayanan itu bisa dilaporkan kepada saya seperti itu” Jelas Riana.

Lebih lanjut riana menyampaikan mekanisme dapat dilakukan dengan beberapa treatment 
di sebabkan di Natuna kita tidak memiliki kantor jadi pelaporan di laksanakan secara online.
“Untuk penyampaian laporannya, kita bisa datang langsung ke gedung graha pena lantai 
satu ruang 103 di Batam center. Kemudian untuk media elektronik kita ada di website www.
ombudsman.go.id atau untuk emailnya pengaduankepri@ombudsman.go.id. Kemudian 
untuk telepon ini langsung ke kantor kami ya mbak itu ditelepon 0778474599. Saya ulangi lagi 
0778474599 kemudian melalui media sosial bisa melalui WhatsApp di nomor 08119813737. 
Kemudian ada juga di Instagram Instagram kami itu di @OmbudsmanRI137kepri tulisannya 
kecil semua hurufnya dan di Facebook Ombudsman RI kepri” Tambah Riana.

Ombudsman RI kepri berharap dengan adanya sosialisasi Peran Masyarakat Dalam 
Pengawasan Pelayanan Publik di Natuna, masyarakat dapat melakukan pengawasan dan 
pelaporan langsung terkait maladministrasi dan bentuk pelanggaran lainya demi menciptakan 
pelayanan publik yang jauh lebih baik di lingkungan pemerintah. (Diskominfo/patli)
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BBM SATU HARGA DI NATUNA

Program BBM Satu Harga merupakan 
program pemerataan energi dan 
penerapan energi berkeadilan 

dengan harga bahan bakar minyak (BBM) 
yang sama untuk produk Premium dan 
Solar bersubsidi di wilayah yang memiliki 
keterbatasan akses atau Tertinggal, 
Terdepan, dan Terluar (3T). Program 
tersebut merupakan implementasi 
Undang-undang nomor 22 tahun 2001 
pasal 8 ayat 2, yaitu Pemerintah wajib 
menjamin ketersediaan dan kelancaran 
pendistribusian BBM, yang menyangkut 
komoditas vital dalam memenuhi hajat 
hidup orang banyak diseluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jumat, 17 September 2021, Dalam acara 
Kancah Opini Pagi Hari (KOPI PAGI) 
yang merupakan program kerjasama 
antara Diskominfo Natuna dan RRI Ranai 
secara khusus membahas Program BBM 
Satu Harga di Natuna. Ahmad Lianda 

Rangkuti Kepala Bidang Perindustrian 
dan Perdagangan Dinas Perindag dan 
Umi Kab. Natuna yang hadir sebagai 
narasumber memberikan penjelasan 
mengenai harga BBM dari semula untuk 
premium 7.500 dan solar itu 6000, 
sekarang kita sudah bisa menikmati harga 
premium harganya 6.450 dan solar 5.150 
Rupiah.
“Dan ini dikhususkan untuk daerah 
Indonesia bagian timur dan 3T 
(Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) kita 
Natuna masuk wilayah terdepan sehingga 
program BBM satu harga ini sampai ke 
daerah kita dengan adanya beberapa 
perusahaan yang membentuk SPBUN 
sebagai wadah dan sarana penyaluran 
dari BBM satu harga ini”. Jelas Lianda.

Selanjutnya Lianda juga menjelaskan 
kendala-kendala yang dihadapi program 
BBM satu harga ini karena kita belum 
memiliki kapal pengangkut yang sesuai 
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dengan standart. Dan diharapkan juga para pengusaha agar berminat lagi untuk 
menambah perusahaan penyalur BBM di kecamatan-kecamatan.
Khaidir, Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekretariat Kabupaten Natuna hadir 
sebagai narasumber juga turut menjelaskan program BBM satu harga ini diatur 
dalam Perpres No. 191 Tahun 2014 dan Permen ESDM yang mengatur khusus 
tentang ini, dan Keputusan Kepala BPH Migas No. 17 Tahun 2019. Terkait layanan 
harga diatur khusus oleh Pertamina, kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal 
ini hanya mengeluarkan rekomendasi Bupati berdasarkan syarat-syarat yang sudah 
ditetapkan oleh Pertamina.
Turut hadir juga Muhd. Zainudin, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Natuna sebagai narasumber. 
Untuk regulasi perizinan dengan adanya agen-agen yang melayani BBM satu harga 
ini.
“Untuk usaha BBM ini masuk dalam aturan perizinan berusaha berbasis resiko tinggi 
dan ini merupakan kewenangan Kementrian dalam pemenuhan syarat izinnya, untuk 
kewenangan daerah cuma berada di izin dasar seperti persetujuan pembangunan 
Gedung (IMB), persetujuan lingkungan, kesesuaian kegaiatan tata ruang”. Jelas nya

Upaya memenuhi kebutuhan Bahan Bakar minyak (BBM) satu harga bagi masyarakat 
Natuna terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Natuna. Diantaranya, 
mengajukan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Program 
BBM Satu Harga ini sangat menunjang produktivitas masyarakat Natuna. Dengan 
demikian, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Natuna. 
Peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Natuna yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. (Diskominfo/
Dani)
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PROGRAM KOPI PAGI DISKOMINFO 
NATUNA, KEMBALI RAIH PENGHARGAAN 

DARI PEMPROV KEPRI

Diskominfo Kabupaten Natuna 
terus berupaya melakukan 
inovasi pada peningkatan dan 

pelayanan komunikasi publik. Hal ini 
sebagai bentuk keseriusan Diksominfo 
Natuna untuk menciptakan informasi 
yang layak dan bermanfaat bagi 
masyarakat Kabupaten Natuna.

Program Kopi Pagi ( Kancah Opini 
Pagi Hari ) adalah salah satu program 
Diksominfo Kabupaten Natuna 
kerjasama dengan RRI Ranai yang 
bertujuan menjadi corong informasi 
dan transparansi informasi OPD 
Pemkab Natuna dan Instansi terkait. 
Program ini juga menjadi jembatan 
dialog antara Pemerintah dan 
masyarakat agar semakin dekat dan 
mudah dijangkau.
Setelah tahun lalu memenangkan 

sebagai program Inovasi terbaik di 
tingkat pemerintahan Kabupaten 
Natuna, tahun ini program Kopi 
pagi masuk dalam 100 besar kategori 
program Inovasi pelayanan Publik yang 
dilaksanakan oleh Kementerian PAN-
RB. Jumat, 24 September 2021, dalam 
Peringatan HUT Provinsi Kepulauan 
Riau yang ke – 19, Program Kopi Pagi 
kembali mendapatkan Penghargaan 
dari Pemprov Kepri kategori program 
Inovasi pelayanan Publik tahun 2021.
Gubernur Ansar menyampaikan 
bahwa prestasi yang dicapai oleh 
daerah-daerah ditengah masa pandemi 
adalah bukti keseriusan pemerintah 
daerah maupun provinsi untuk terus 
memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat.

“Pemerintah provinsi kepulauan Riau 
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Sangat mengapresiasi kerja keras masing masing daerah untuk terus berinovasi 
dan memberikan pelayanan terbaik di tengah pandemic. Banyak prestasi dan 
pencapaian yang kita raih hari ini adalah bukti serius kinerja pemerintah dalam 
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat” jelas Gubernur Ansar.

Ditemui di tempat terpisah , Trisnan Saputra , Kepala Bidang Pengelolaan 
Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Natuna, menyampaikan 
bahwa Diskominfo Natuna terus melakukan inovasi untuk menyajikan informasi 
terbaik, terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami dari diskominfo Natuna tentunya bersyukur karena program ini 
mendapatkan banyak apresiasi. Kami berharap program Kopi pagi dalam terus 
menjadi corong informasi Pemkab Natuna untuk semakin dekat dan sebagai 
media publikasi dan sosial bagi masyarakat. Kita juga terus mengusahakan 
bagaimana informasi yang diberikan melalui dialog dalam acara Kopi pagi 
tersebut memiliki nilai edukasi dan bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya 
hal ini dilakukan dengan memilih tema dan narasumber yang tepat disetiap 
episode” jelas Trisnan Saputra.

Pada Acara Tersebut Gubernur Kepulauan juga menyerahkan Penghargaan 
Kepada Puskesmas Bunguran Selatan, Puskesmas Ranai, Diskominfo Natuna 
, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Natuna dan Disduk Capil 
Natuna. (Diskominfo/Patli)
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AMANKAH LAUT NATUNA UTARA 
BAGI NELAYAN NATUNA

Sejak lama, Laut Natuna Utara 
selalu menjadi kawasan yang 
diperebutkan untuk kepentingan 

banyak hal. Kawasan perairan yang 
dulunya bernama Laut Cina Selatan 
tersebut, selalu menjadi lokasi favorit 
bagi kapal ikan asing (KIA) untuk 
melaksanakan aktivitas penangkapan 
ikan secara ilegal di wilayah yang 
secara definitif masuk dalam Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia (WPP NRI).

Selain untuk penangkapan ikan, 
tingginya keanekaragaman hayati Laut 
Natuna Utara juga mengundang banyak 
pihak untuk melakukan eksplorasi dan 
penelitian. Kegiatan tersebut berjalan 
dengan melibatkan lintas sector
Video amatir dari nelayan Natuna pada 

13 September 2021 merekam aktivitas 
adanya enam kapal perang Cina, salah 
satunya destroyer Kunming-172 pada 
koordinat 6.17237 Lintang Utara dan 
109.01578 Bujur Timur. Dalam video 
tersebut terlihat enam kapal China 
berada di zona ekonomi eksklusif 
(ZEE) Indonesia, tentunya ini membuat 
nelayan Natuna merasa terintimidasi 
dan waspada pada saat mencari ikan 
dilaut Natuna Utara.
Jumat, 24 September 2021, Dalam acara 
Kancah Opini Pagi Hari (KOPI PAGI) 
yang merupakan program kerjasama 
antara Diskominfo Natuna dan RRI 
Ranai secara khusus membahas isu 
keamanan di laut Natuna Utara. 
Letkol Mukhlis Kepala Kantor 
Stasiun Pemantauan Keamanan dan 
Keselamatan Laut (SPKKL) Bakamla 
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Natuna hadir sebagai salah satu narasumber menjelaskan pemantauan kapal-
kapal yang terpantau rata-rata hanya lintas damai.

“Aktivitas yang dilarang itu adalah penangkapan ikan dan untuk saat ini kapal 
yang melintas itu kapal-kapal besar jadi hanya bisa terpantau dengan AIS 
(Automatic Identification System). Pihak Bakalamla sendiri bisa memantau 
dengan ketentuan kapal-kapal tersebut menghidupkan AISnya Selanjutnya 
untuk penindakan kapal asing yang melakukan aktivitas illegal fishing itu akan 
ditindaklanjuti oleh kapal patroli rutin dari Bakamla maupun kapal-kapal 
stakeholder yang melaksanakan patrol secara rutin di Laut Natuna Utara”, jelas 
Mukhlis.

Hadir juga Mukhtar Ahmad Kepala Bakesbangpol Natuna juga memberikan 
penjelasan, bahwasanya laut Natuna Utara dan potensi yang ada di dalamnya 
merupakan bagian dari Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Natuna 
siap membantu program pertahanan dan keamanan dengan memberikan lahan 
untuk kegiatan operasional Bakamla.
Diakhir dialog harapan kita bersama agar Laut Natuna Utara tetap aman sehingga 
nelayan-nelayan kita bisa leluasa untuk mencari ikan atau melaut tanpa adanya 
kekhawatiran dan keresahan akibat kapal-kapal asing yang melintasi Kawasan 
Laut Natuna Utara atau mencuri ikan di laut kita. (Diskominfo/Dani)
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APLIKASI PEDULILINDUNGI JADI 
PERSAYARATAN DALAM KEBIJAKAN 

WILAYAH LEVEL 2 – 4

PeduliLindungi adalah aplikasi yang 
dikembangkan untuk membantu 
instansi pemerintah terkait dalam 

melakukan pelacakan untuk menghentikan 
penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19).
Aplikasi ini mengandalkan partisipasi 
masyarakat untuk saling membagikan data 
lokasinya saat bepergian agar penelusuran 
riwayat kontak dengan penderita COVID-19 
dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga 
akan mendapatkan notifikasi jika berada di 
keramaian atau berada di zona merah, yaitu 
area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa 
ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif 
atau ada Pasien Dalam Pengawasan

Kewajiban penggunaan aplikasi Peduli 
Lindungi diatur dalam Surat Edaran No. 
5/2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran 
Menperin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Izin 
Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri 
(IOMKI) Pada Masa Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat Covid-19 yang dirilis oleh 

Kementerian Perindustrian pada 30 Agustus 
2021. Dalam dialog Forum Nasional yang 
dilaksanakan oleh Kemenkominfo pada 08 
September 2021 secara khusus membahas 
efisiensi penggunaan apliaksi Pedulilindingi. 
Direktur Digital Business Telkom Muhammad 
Fajrin Rasyid mengatakan, aplikasi 
PeduliLindungi telah dikembangkan sejak 
awal 2020 dan semakin banyak digunakan oleh 
masyarakat, misalnya untuk mendapatkan 
sertifikat vaksin serta skrining masuk fasilitas 
umum.

“Aplikasi Lindungipeduli merupakan 
program kerjasama yang digagas oleh 
kementerian kominfo dan pihak lainnya 
untuk mempercepat penangan pandemi 
covid 19 di Indonesia. Sejak beberapa waktu 
terakhir memang aplikasi ini di gunakan 
sebagai screening untuk masyarakat ketika 
hendak menjangkau ruang publik. Aplikasi 
ini juga terhubungan dengan NAR aplikasi 
yang di gagas oleh kementerian kesehatan 
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sehingga selain sertifikat hasil vaksinasi , hasil test PCR atau Swab Antigen yang dilakukan 
oleh masyarakat dapat langsung di lihat di aplikasi tersebut” Jelas Fajrin Rasyid.

Rinaldy Direktur Operasi Keamanan dan pengendalian informasi yang juga hadir pada acara 
dialog tersebut menjelaskan mengenai keaman dari aplikasi tersebut, tentang seberapa aman 
data pengguna dapat dilindungi.
“Dalam Hal ini tidak hanya dari system yang perlu diperhatikan terkait dengan keamanan 
aplikasi, tapi juga ketelitian penggunanya. Target dari pemerintah adalah selalu mengedepankan 
keamanan baik untuk data maupun unsur yang terlibat. Pemerintah terus memperbaiki 
system agar keamannya tetap terjaga” jelas Rinaldy.

Devi rahmawati Tenaga Ahli Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Masa juga menambahkan 
selain hal yang lebih penting setelah tersedianya aplikasi yang mendukung, kemudian 
bagaimana kita mendorong masyarakat untuk mendownload dan menggunakannya secara 
maksimal.
“Jadi yang perlu saya sampaikan Aplikasi Pedulilindungi telah digunakan oleh 39.886.000 
pengguna dengan fitur screening di fasilitas publik yang telah di gunakan hampir 23 juta. 
Aplikasi ini telah digunakan sebagai akses masuk dan keluar ruang publik atau tempat umum 
di 4.637 titik lokasi di Indonesia. Seiring pembukaan tempat umum secara bertahap , aplikasi 
ini bukan untuk mempersulit masyarakat melainkan untuk menjaga kesetabilan agar kasus 
covid 19 tidak kembali mengalami pelonjakan. Hal yang ingin disampaikan adalah bagaimana 
masyarakat dapat merasa aman ketika keluar rumah dengan aplikasi ini, sehingga ini bukan 
lagi menjadi syarat namun kebutuhan bagi masyrakat” Jelas Devi.

Melalui informasi yang dihimpun dalam sistem, PeduliLindungi akan memunculkan status 
pengguna dalam 4 kategori, yaitu hijau, kuning, merah, atau hitam. Berdasarkan status tersebut, 
pengguna diperbolehkan atau tidak diperbolehkan masuk ke fasilitas umum, misalnya ke 
pusat perbelanjaan dan tempat umum lainnya.(Diskominfo/Patli)
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